[ SALINAN ]

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Program Strategis Nasional melalui
Pengintegrasian Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah dengan Program Jaminan
Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
bagi seluruh penduduk Kabupaten Tapin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Jaminan  Kesehatan  Bagi
Penduduk Kabupaten Tapin, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin,
perlu dilakukan pencabutan karena sudah tidak
sesuai lagi dengan kebijakan Nasional dan

Pemerintah Daerah;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi
Penduduk Kabupaten Tapin, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5372),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5746);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional;

10.Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor
01 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum
Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Ke
Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1986);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

Menetapkan

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR
04 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN TAPIN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
PENDUDUK KABUPATEN TAPIN.



Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 04),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 17)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TAPIN,
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